
 

 

BAB IV 

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM PASAL 224 UNDANG-

UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 UU No. 17 Tahun 

2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 

Undang-undang no. 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, 

DPRD) ini disahkan untuk disepakati menjadi undang-undang satu hari 

menjelang pilpres. Tepatnya hari selasa 8 juli 2014, waktu itu publik sedang 

konsentrasi dengan adanya pelaksanaan pilpres 2014. Akibatnya banyak hal 

yang luput dari pengawasan publik terhadap revisi UU. No. 27 Tahun 2009 

tersebut. Karena itu, tidak heran ada berbagai masalah dalam UU MD3 yang 

baru ini. 

Terkait dengan imunitas dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang 

MD3, diatur dalam Bab II paragraf 6 pasal 224 yang terdiri dari 7 Ayat
1
, 

yaitu: 

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik 

secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat 

DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 

                                                           
1
  Pasal 224, UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 
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2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, 

tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang 

semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan / atau 

anggota DPR. 

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam 

rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPR. 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 

anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati 

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan 

sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang 

diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus 

mendapatkan persetujuan tertulis mahkamah kehormatan dewan. 

6. Mahkamah Kehormatan Dewan  harus memproses dan memberikan 

putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 

30 hari setelah diterimanya pemanggilan keterangan tersebut. 

7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak 

memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat 
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pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki 

kekuatan hukum/ batal demi hukum. 

 

Dengan melihat secara utuh pasal 224 tentang Imunitas Anggota 

DPR ini, maka secara rasional kita akan mengatakan pasal tersebut adalah 

benar. Karena, selaku anggota parlemen yang tugas utama berbicara. Maka 

selayaknya tugas berbicara tersebut dilindungi undang-undang. Titik 

tegasnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan 

konstitusional, sehingga ketika membuat pernyataan, pertanyaan dan 

pendapat harus diberikan kebebasan dan tidak boleh sembarangan untuk 

diproses hukum. Dapat dibayangkan apabila dalam hal pengawasan ada 

anggota DPR yang sangat keras mengkritik Presiden / Wakil Presiden 

misalnya dalam kasus Bank Century kemudian dianggap melakukan 

perbuatan tidak menyenangkan lalu diproses secara hukum. 

Kelemahan dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan DPR 

melakukan pengawasan masih jauh dari kata memadai. Yang pada 

umumnya, berlangsung dalam rapat kerja rutin antara komisi-komisi DPR 

dengan para menteri dan pejabat pemerintah. Berbagai saran kepada 

pemerintah mungkin sering juga dikemukakan dalam rapat-rapat kerja itu. 

Namun secara umum, anggota dewan sering mengeluh bahwa jawaban yang 

diberikan masih jauh dari kata memuaskan. Jika hal-hal itu terjadi, maka 

anggota DPR tidak dapat berbuat apa apa. Pemerintah pun tidak 
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bertanggungjawab kepada DPR. UUD 1945 memang mengatakan  bahwa 

pemerintah harus senantiasa memperhatikan suara DPR. Undang-undang 

lebih menekankan kewenangan DPR sebagai lembaga bukan perorangan. 

Dalam intern DPR sendiri kekuatan terletak di fraksi-fraksi bukan anggota 

masing-masing. Di sinilah letak titik lemah fungsi pengawasan DPR selama 

ini.
2
 

Inilah yang jadi permasalahan dan ini bukan terkait dengan imunitas 

melainkan perlakuan khusus terhadap Anggota DPR dalam hal diduga 

melakukan tindak pidana. Ketika akan dipanggil dan dimintai keterangan 

dalam penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan. Disini terdapat perlakuan istimewa yang dianggap 

bertentangan dengan prinsip hukum Equality before the law (Persamaan 

dihadapan hukum). Untuk memahami hal ini, maka perlu untuk membedah 

dari aspek hukum konstitusi dan pidana. Asas persamaan di hadapan 

hukum (Equality before the law principle) merupakan salah satu asas yang 

utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945. 

Asas ini mengandung arti bahwa semua warga harus mendapat 

perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasidalam 

perlindungan hukum ini.  

                                                           
2
  Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 

136. 
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Menurut Thomas Meyer
3
 menyatakan demokrasi perwakilan 

mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen 

oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung akan mengalihkan 

sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat misalnya 

melalui plebisit, referendum, jajak pendapat rakyat dan keputusan rakyat 

atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas 

lokal.  

Pada suatu negara yang luas peluang diterapkannya demokrasi 

langsung sangat terbatas. Sidang paripurna yang menghadirkan seluruh 

rakyat tidak mungkin dilakukan. Plebisit hanya dapat dilakukan untuk 

beberapa permasalahan dan hanya dengan mempersiapkan waktu yang 

cukup untuk sebagian besar pengambilan keputusan pada tingkat regional 

dan nasional yang dapat dilakukan hanyalah demokrasi perwakilan. Tetapi 

demokrasi perwakilan murni sering kali menunjukkan kecendrungan 

mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit identifikasi serta 

partisipasi politik rakyat. Dalam banyak kasus pengalaman membuktikan 

bahwa kombinasi cerdas antara demokrasi perwakilan dan elemen-elemen 

demokrasi langsung yang relevan sangatlah bermanfaat. Untuk 

permasalahan tertentu sudah dirumuskan secara akurat dan terdapat 

metode yang terstruktur secara jelas untuk menanyakan pendapat rakyat, 

                                                           
3
  Thomas Meyer, Demokrasi (sebuah pengantar untuk penerapan), Friednch ebert stiftung, 

Kantor Perwakilan Indonesia. Hal. 13-14. 
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referendum dapat dilakukan. Selain itu ada juga kemungkinan untuk 

pembuatan sebanyak mungkin keputusan pada tingkat komunitas lokal. 

Dengan melihat analisis-analisis tersebut dapat dilihat dua 

pemahaman yang berbeda dalam melihat prinsip persamaan dihadapan 

hukum. Secara psikologis sebenarnya kita bisa melihat dan merasakan 

mengapa anggota DPR diberi perlindungan atau perlakuan khusus, yaitu 

agar tidak mudah diproses pidana dalam berbagai kasus pidana. Dari aspek 

sikap masih banyak anggota DPR yang bertindak berkuasa sehingga 

terkadang berlaku seenaknya. Doktrinnya Power tend to corrupt, absolutely 

power corrupt absolutely, kiranya dapat menjadi pertimbangan 

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi subtantif saat ini 

sering disebut dengan istilah demokrasi partisipatif sebagai bentuk 

perlawanan demokrasi elitis. Partisipasi masyarakat dalam hal ini 

merupakan cerminan demokrasi partisipatoris, sebagaimana disebutkan 

R.B. Gibson
4
. 

Kurang optimalnya peran DPR dalam bidang-bidang 

kewenangannya, dapat dilihat dari berbagai kasus. DPR belum juga mampu 

mengajukan rancangan undang-undang usul inisiatif, betapa pun inisiatif 

secara hakiki menyangkut efektivitas kerja DPR sendiri. Untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan seharusnya DPR tidak menunggu sampai 

                                                           
4
  Gibson, Pergeseran Fungsi Legislasi, menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem 

presidensial Indonesia, (Jakarta: Rawajali Pres, 2010, hal. 283. 
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pemerintah berinisiatif mengajukan RUU ini karena DPR lebih 

mementingan undang-undang tersebut dari pada pihak pemerintah.  

B. Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 UU No. 17 Tahun 

2014 Perspektif Hukum Islam  

DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan 

membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.dalam 

Fiqh siyasah, kekuasaan legislatif disebut al-sulthah al-tasyri’iyah, yang 

bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam 

masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk di lembaga 

legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar 

dalam berbagai bidang.
5
 Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah 

wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya 

sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat, yaitu Al-qur’an 

dan Sunnah serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 

Selain itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan Alquran dan 

Sunnah. 

Oleh karena itu, ada dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam 

hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam Alquran dan Sunnah 

dalam hal pertama kali pada zaman Nabi Muhammad, undang-undang yang 

                                                           
5
  Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah fi Syu’un al-

Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah Islami, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 42. 
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dikeluarkan al-sulthah al-tasyri’iyyah adalah undang-undang ilahiah yang 

disyariatkan dalam Alquran dan Sunnah. Namun hal ini sangat sedikit karena 

pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara 

masalah-masalah yang global dan sedikit sekali yang menjelaskan suatu 

permasalahn secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat 

dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat. Kedua, 

melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap masalah-masalah yang secara 

tegas tidak dijelaskan oleh Alquran dan Sunnah. Disinilah perlunya, al-

sulthah al-tasyri’iyyah diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka 

melakukan ijtihad untuk menerapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka 

miliki.
6
 Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi, dimana seluruh rakyat 

berhak duduk sebagai wakil di lembaga legislatif. Wakil-wakil yang duduk di 

lembaga legislatif tidak dipersyaratkan memiliki kemampuan ijtihad, 

melainkan cukup dipilih oleh rakyat. 

Dalam Hukum Tata Negara Islam, hak imunitas sama sekali tidak 

dibahas. Namun, secara ekplisit al-Qur’an menyinggung tentang kebebasan 

berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri utama dari hak 

Imunitas). Dalam hal itu berkenaan dengan perintah berbuat baik dalam hal 

perbuatan ataupun tindakan serta bersikap lemah lembut dalam berbicara, 

sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) terhadap orang 

lain disekitarnya. 

                                                           
6
  Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, hal. 162-163. 
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Salah satu saran untuk menyatakan pendapat adalah dengan jalan 

bermusyawarah. Dimana setiap orang diberi kebebasan untuk menyatan 

pendapatnya, sekalipun berbeda dengan pendapat orang lain. Kebebasan 

untuk berbeda pendapat dapat pula dipandang sebagai unsur yang melekat 

pada setiap pribadi manusia sesuai kodratnya. 

Al- Mawardi menyebutkan setiap pemimpin mempunyai hak, 

yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.
7
Akan tetapi apabila 

mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk 

mendapat imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan 

keluarganya secara patut. Sesuai dengan kedudukannya sebagai 

pemimpin.hak yang lain ini terjadi pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 

pada saat 6 (enam) bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih 

pergi ke pasar untuk berdagang. Dari hasil dagangannya itulah beliau 

memberi nafkah keluarganya. Kemuadian para sahabat bermusyawarah, 

karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat 

masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya 

diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 

sampai 2.500 dirham. 

Selain itu Dhafir Al-Qasimy menyebutkan jika pemimpin dalam 

melaksanakan tugas Negara.
8
 

                                                           
7
  Djazuli. Ahmad, Fiqh Siyasah, ( Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 93. 

8
  Alimuhammad. Rusjdi, Politik Islam, Yogyakarta: PT. Arun pim dan yasat, 2000), hal. 27. 
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1. Hak mendapat penghasilan, sebab pemimpin telah melakukan 

pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tidak ada lagi waktu 

baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Jika dilihat dari ukuran 

sekarang, meskipun lain halnya dibandingkan masa-masa awal 

dahulunya Khalifah Abu Bakar ra atas desakan beberapa sahabat juga 

sehingga mendapatkan penghasilan dari jabatan khalifahnya. 

2. Hak mengeluarkan peraturan, seorang pemimpin juga berhak 

mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang 

peraturan itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam 

mengeluarkan peraturan-peraturan pemimpin harus mengetahui 

kaedah-kaedah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam nash. 

Yang terpenting diantaranya adalah musyawarah, yaitu dalam 

mengeluarkan peraturan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, 

dan harus mempertimbangkan fikiran dari para ahli dalam masalah 

yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan nash syara’ dalam Al-quran dan Al-sunnah. 

 

Ada sejumlah hak pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya, 

yaitu; 

1) Percaya (tsiqah) dan berprasangka baik 

Yaitu mempercayai segala apapun yang diperintahkan oleh 

pemimpin. Oleh karena itu umat harus memilih orang yang benar-

benar amanah dan terpercaya. Amanah itu tidak berlalu kecuali 

adanya khianat, seperti ketika pemimpin mengubah urusan bersama 

yang mengikat mereka, menjauhkan dan meniadakan pencapaiannya 

atau mengagalkannya. Kepercayaan ada pada pemimpin, kecuali 

kesalahan itu banyak dan merupakan kekejian. Artinya, orang-orang 

yang diperintah hendaklah berprasangka baik kepada pimpinan yang 

telah mereka angkat. 

2) memberikan nasihat 
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   Nasihat itu hendaknya di sampaikan secara rahasia. Saat 

Jabir bin Nufayr menuturkan bahwa “Iyadh bin Ghanam pernah 

mencambuk seorang penduduk hingga terluka, lalu Hisyam bin 

Hakim menyalahkannya dengan perkataan hingga Iyadh marah. 

Setelah berlalu beberapa malam Hisyam meminta maaf. 

3)  Melaksanakan perintah pemimpin sekaligus bukan merupakan 

Azimah (perintah tegas) 

   Kadang-kadang pemimpin tidak menyuruh secara tegas, 

tetapi ia menjelaskan keinginannya dengan menguatkan satu perkara 

atas perkara yang lain. Karena itu sekalipun disan terdapat ruang 

pilihan terhadap perkara yang tidak dikuatkan oleh pemimpin dan 

bahwa tidak ada keberatan atas orang yang menyalahi keinginan 

pemimpin, lebih utama untuk melakukan perkara yang dikuatkan dan 

dikehendaki pemimpin. 

Pandangannya Imam Al-Mawardi didasarkan pula pada realitas 

sejarah al-Khulafa’ al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik 

dari bani umayyah maupun bani abbas, yang merupakan lambang kesatuan 

politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang 

menyatakan ma la yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban 

tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga 

hukumannya wajib).Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan 
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adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah 

negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah). 

Jabatan imamah (Kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara: 

a) Pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi(parlemen). 

b) Penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlu al-

aqdi wa al-‘Aqdi (parlemen) sehingga pengangkatan imam (khalifah) oleh 

mereka dianggap sah. Sekelompok berpendapat, bahwa pemilihan imam 

(khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlu al-aqdi wa 

al-‘Aqdi(parlemen) dari setiap daerah, agar imam (khalifah) yang mereka 

angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah 

(kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan 

(pengangkatan) Abu Bakar menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir 

dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum 

hadir. 

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang 

memilih imam (khalifah) yaitu ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi(parlemen) 

beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat imam 

(khalifah) atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi imam 

(khalifah) dengan restu empat anggota lain. Kelompok ini berhujjah dengan 

dua alasan
9
: 

                                                           
9
  Imam, Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,. hal. 5-6.  
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1. Bahwa pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar dilakukan lima orang yang 

sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima 

orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 

Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa’ad, dan Salim mantan budak Abu 

Hudzaifah. 

2. Bahwa Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan 

beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat 

salah dari mereka menjadi imam (khalifah) dengan persetujuan kelima 

orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagaian besar fuqaha’ 

dan para teolog di Basrah. 

Para ulama di kufah berpendapat bahwa ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi 

(parlemen) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya 

ditunjuk sebagai imam (khalifah) dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi 

salah seorang dari mereka menjadi imam (khalifah), dan dua orang lainnya 

menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu 

orang wali dan dua orang saksi. 

Kelompok lain berpendapat bahwa ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi 

(parlemen) sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthalib berkata  

kepada Ali bin Abu Thalib
10

 “ Bentangkan tanganmu, aku membaiatmu, agar 

orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah SAW telah membaiat 

keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang 

                                                           
10

  Ibid,. hal. 6. 
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dirimu”. selain itu sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan 

hukum dan hukum itu sah dengan satu orang. 

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam 

tentang hal ini adalah ahl al-syura. Pada masa Khalifah yang empat, 

khususnya pada masa ‘Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa 

sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan 

negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang 

sahabat senior yang ditunjuk ‘Umar untuk melakukan musyawarah 

menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang 

pada masa ini ahl al-syura atau ahlu al-aqdi wa al-‘Aqd belum lagi terlembaga 

dan berdiri sendiri. Namun, pada pelaksanaannya para sahabat senior telah 

menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah 

kebijaksanaan negara dan pemerintahan. 

Berangkat dari praktik yang dilakukan al-Khulafa’ al-Rasyidun inilah 

para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang ahlu al-aqdi wa al-

‘Aqd. Para khalifah tersebut dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda 

dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya 

pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia umat Islam secara umum terhadap 

khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan 

perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi 

yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat 

kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala 

negara baru sah apabila dilakukan oleh jumhur ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi ini 
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sesuai dengan pemilihan Abu Bakr yang di baiat secara aklamasi oleh umat 

islam yang hadir di Saqifah Bani Sa’idah. 

Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang 

anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi . dalam kasus pemilihan Abu Bakr ia terlebih 

dahulu di pilih oleh lima sahabat, yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu ‘Ubaidah 

ibn al-Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa’d dan Salim mawla Abi 

Hudzaifah. Merekalah yang semula-mula melakukan baiat kepada Abu Bakr 

dan diikuti oleh umat islam lainnya. Demikian pula dalam pemilihan ‘Usman 

ibn Affan melalui musyawarah lima sahabat senior. Pendapat ini, menurut al-

Mawardi adalah pendapat ulama fiqh dan mutakallimun dari Basrah. 

Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara 

dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota ahlu al-aqdi wa al-

‘Aqdi. Mereka menganalogikannya dengan sahnya akad nikah dengan seorang 

wali dan dihadiri dua orang saksi. Sedangkan pendapat lain mengatakan cukup 

seorangahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi saja yang melakukan baiat terhadap kepala 

negara, sebagaimana ‘Abbas melakukan baiat terhadap ‘Ali untuk 

menggantikan Khalifah ‘Usman bin Affan.
11

 

Selanjutnya al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak 

dipenuhi oleh anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi adil, mengetahui dengan baik 

kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta 

wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. 

Sayangnya al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur 

                                                           
11

  Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah (kontekstualisasi Doktrin Politik Islam),. hal. 139. 
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pemilihanahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi dan hubungan lebih jauh ahlu al-aqdi wa al-

‘Aqdi dan Khalifah. Dalam hal ini, al-mawardi hanya menjelaskan proses 

pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. 

Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi 

kepala negara diminta ketersediannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi 

kepala negara maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat 

yang diwakili oleh ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi. Selanjutnya barulah rakyat secara 

umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara. 

Baik al-Mawardi dan Ibn Taimiyah maupun pemikir politik Islam 

lainnya pada periode klasik dan pertengahan tidak mengelaborasikan lebih 

jauh tentang mekanisme dan prosedur pemilihan ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi. 

Mungkin sistem politik pada masa itu yang bercorak monarki menekankan 

kekuasaan kepala Negara yang begitu luas. Al-Mawardi agak membicarakan 

wewenang ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi yang dapat menjatuhkan kepala negara 

bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama. 

Pembentukan lembaga ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi dirasa perlu dalam 

pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang 

harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu 

menciptakan kemaslahatanumat Islam. Para ahli fiqh siyasah menyebutkan 

beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis syura ini, yaitu
12

: 

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai 

pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-

                                                           
12

  Ibid, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hal. 56. 
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undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak 

musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan 

pembentukan perundang-undangan. 

b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan 

musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang 

tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. 

Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 

c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas 

kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan 

musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. 

d. Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada 

lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah 

dan rakyat. 

e. Kewajiban taat kepada ulu al-amr (pemimpin umat) baru mengikat 

apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. 

f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga 

musyawarah, disamping itu Nabi Muhammad sendiri menekankan dan 

melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan 

kebijaksanaan pemerintah. 

Pada masa modern sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran 

politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang ahlu al-aqdi wa al-‘Aqd juga 

berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan 

Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR / MPR sebagai representasi dari 
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kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang ahlu al-aqdi wa al-

‘Aqdi ini dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik 

yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota 

ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi atau DPR ini menurut al-Anshari dilakukan melalui 

beberapa cara
13

: 

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, 

anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota 

ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi sesuai dengan pilihannya. 

2. Pemilihan anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi melalui seleksi dalam 

masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang 

terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian 

besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk 

menjadi anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi. 

3. Disamping itu, ada juga anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi yang diangkat 

oleh kepala negara. 

Diantara ketiga cara demikian, cara yang pertamalah yang lebih kecil 

kelemahannya. Karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. 

Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota ahlu al-

aqdi wa al-‘Aqdi yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. 

Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan 

penyimpanan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi 

anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi untuk bersikap kritis terhadap penguasa 

                                                           
13

  Ibid,. hal. 143. 



71 
 

  

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

karena ia diangkat oleh kepala Negara. Dengan demikian posisinya 

tersubordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini pengalaman bangsa 

Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan di samping pemilihan 

dalam menentukan anggota ahlu al-aqdi wa al-‘Aqdi selama orde baru. 

 

 

 


